PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR PERIZINAN BERUSAHA PADA KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama

tentang Standar Perizinan Berusaha pada Kementerian

Agama;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara

L%



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR
PERIZINAN BERUSAHA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan
dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam
bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan
dan/atau komitmen.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

atau Online Single Submission yang selanjutnya
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10.

disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang

‘diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau
nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.

Pendaftaran adalah pendaftaran wusaha dan/atau
kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
urusan  pemerintahan di  bidang  koordinasi
penanaman modal.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk
memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum
pelaksanaan komersial atau operasional dengan
memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menterni,
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
setelah Pelaku Usaha mendapatkan lzin Usaha dan
untuk melakukan kegiatan operasional dengan
memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk
memenuhi persyaratan Izin Operasional.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat
NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan
Pendaftaran.

Dokumen  Elektronik adalah setiap informasi
elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki
makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang
selanjutnya disebut PPIU adalah biro perjalanan
wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk
menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya
disebut PIHK adalah biro perjalanan yang telah
mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan
ibadah haji khusus.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi
vertikal Kementerian Agama pada tingkat provinsi.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah
satuan Kkerja pada Kementerian Agama yang
membidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah
pemimpin Direktorat Jenderal.

Menteri adalah menteri yang yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.



Pasal 2
Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha di bidang
penyelenggaraan  perjalanan  ibadah umrah dan
penyelenggaraan ibadah haji khusus wajib memperoleh Izin

Usaha terintegrasi secara elektronik.

BAB II
STANDAR PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3
Perizinan Berusaha pada Kementerian Agama meliputi:
a. Izin Operasional PPIU; dan

b. Izin Operasional PIHK.

Pasal 4

(1} Pelaku Usaha yang akan melakukan wusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
memperoleh Izin Usaha.

(2) Izin Usaha sebagaimana dimakud pada ayat (1)
dipetakan berdasarkan kode klasifikasi baku lapangan
usaha indonesia yang ditetapkan dalam peraturan
badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang kegiatan statistik.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha meliputi:
a. pendaftaran;
b. penerbitan Izin Operasional dan pemenuhan
Komitmen Izin Operasional,
c. dokumen perizinan; dan

d. masa berlaku Izin Operasional.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 6

Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran untuk
kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Pelaku Usaha nonperseorangan.

Pelaku Usaha nonperseorangan yang melakukan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu perseroan terbatas.

Pasal 7
Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha
melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha
untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.
Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah
mendapatkan NIB.
Izin Operasional wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang

telah mendapatkan Izin Usaha.



Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Operasional dan Pemenuhan Komitmen Izin

Operasional

Paragraf 1

Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 8

(1} Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari
Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS, berupa
Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai Biro
Perjalanan Wisata dengan jenis usaha perjalanan
ibadah agama.

(2) Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku
Usaha akan mendapatkan Izin Operasional berupa

Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pasal 9

(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dari
Lembaga OSS dan Izin Operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengajukan Izin
Operasional PPIU.

(2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Operasional PPIU
melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha
menyelesaikan pemenuhan Komitmen Izin

Operasional.

Pasal 10
(1) Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen
Izin Operasional kepada Direktorat Jenderal melalui
sistem OSS.
(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku

Usaha meliputi:
a. fotokopi akta notaris pendirian perseroan terbatas

dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan
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wisata yang memiliki salah satu kegiatan
usahanya di bidang keagamaan/perjalanan
ibadah yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
fotokopi kartu tanda penduduk pemilik saham,
komisaris, dan direksi yang seluruhnya beragama
Islam;

surat pernyataan bermaterai pemilik saham,
komisaris, dan direksi bahwa perusahaan tidak
pernah melakukan pelanggaran hukum terkait
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan
penyelenggaraan ibadah haji khusus yang
memiliki kekuatan hukum tetap;

surat pernyataan bermaterai pemilik saham,
komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang
dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan
penyelenggaraan ibadah haji khusus yang
memiliki kekuatan hukum tetap;

surat pernyataan komitmen atau kesanggupan
pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk
melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara
perjalanan ibadah umrah sesuai dengan standar
pelayanan minimal dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
fotokopi sertifikat hak milik atau perjanjian sewa
menyewa kantor paling singkat 4 (empat) tahun
yang dibuktikan dengan pengesahan atau
legalisasi dari Notaris;

surat keterangan domisili perusahaan dari
pemerintah daerah;

fotokopi atau pengesahan tanda daftar usaha
pariwisata,;

dokumen laporan kegiatan usaha paling singkat 2

(dua) tahun sebagai bire perjalanan wisata;
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(3)

fotokopi sertifikat usaha jasa perjalanan wisata
dengan kategori biro perjalanan wisata yang
masih berlaku;

struktur organisasi biro perjalanan wisata yang
ditandatangani oleh direktur utama dan dibubuhi
cap perusahaan;

fotokopi surat kontrak kerja karyawan biro
perjalanan wisata;

dokumen laporan keuangan perusahaan 2 {dua)
tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik
yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan
opini wajar tanpa pengecualian;

fotokopi surat keterangan fiskal dan fotokopi
nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan
dan pimpinan perusahaan;

memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor
Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga} bulan; dan
menyerahkan jaminan bank dalam bentuk
deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan
wisata yang diterbitkan oleh bank syariah
dan/atau bank umum nasional yang memiliki
layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat)
tahun.

Direktur Jenderal harus memastikan terpenuhinya
Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14
(empat belas) Hari setelah diterimanya pemenuhan
Komitmen dari Pelaku Usaha.

Pasal 11

Atas pemenuhan Komitmen sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 10, Lembaga OSS menerbitkan Izin

Operasional PPIU.




(1)

(3)

(1)

(2)

-10 -

Paragraf 2

Izin Operasional Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Pasal 12

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin
Operasional PPIU dari Lembaga OSS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengajukan Izin
Operasional PIHK.

Lembaga OSS menerbitkan Ilzin Operasional PIHK
melalui  sistem OSS setelah Pelaku Usaha
menyelesaikan pemenuhan Komitmen Izin

Operasional.

Pasal 13

Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen

Izin Operasional kepada Direktorat Jenderal melalui

sistem OSS.

Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku

Usaha meliputi:

a. fotokopi akta notaris pendirian perseroan terbatas
dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan
wisata yang memiliki salah satu kegiatan
usahanya di bidang keagamaan/perjalanan
ibadah yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik saham,
komisaris, dan direksi yang seluruhnya beragama
Islam;

c. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi akhir B;
surat pernyataan bermaterai pemilik saham,
komisaris, dan direksi bahwa PPIU tidak pernah
melakukan pelanggaran hukum terkait
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan
penyelenggaraan ibadah haji khusus yang

memiliki kekuatan hukum tetap;
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surat pernyataan bermaterai pemilik saham,
komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang
dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan
penyelenggaraan ibadah haji khusus yang
memiliki kekuatan hukum tetap;

surat pernyataan komitmen atau kesanggupan
pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk
melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara
ibadah haji khusus dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan ibadah khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
fotokopi sertifikat hak milik atau perjanjian sewa
menyewa kantor paling singkat 4 (empat} tahun
yang dibuktikan dengan pengesahan atau
legalisasi dari Notaris;

surat keterangan domisili perusahaan dari
pemerintah daerah;

struktur organisasi biro perjalanan wisata yang
ditandatangani oleh direktur utama dan dibubuhi
cap perusahaan,;

fotokopi surat kontrak kerja karyawan biro
perjalanan wisata;

dokumen laporan keuangan perusahaan 1 (satu)
tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik
yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan
opini wajar tanpa pengecualian;

fotokopi surat keterangan fiskal dan fotokopi
nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan
dan pimpinan perusahaan;

surat keterangan dari Kantor Wilayah dengan
mas berlaku 3 (tiga) bulan yang menyatakan
bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir PPIU tidak
pernah melakukan pelanggaran dalam
penyelenggaraan ibadah umrah; dan
menyerahkan jaminan bank dalam bentuk

deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan
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(3)
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wisata yang diterbitkan oleh bank syariah
dan/atau bank umum nasional yang memiliki
layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat)
tahun.
Direktur Jenderal harus memastikan terpenuhinya
Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} paling lama 14
(empat belas) Hari setelah diterimanya pemenuhan

Komitmen dari Pelaku Usaha.

Pasal 14

Atas pemenuhan Komitmen sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 13, Lembaga OSS menerbitkan Izin
Operasional PIHK.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat

Dokumen Perizinan

Pasal 15
Penerbitan Izin Operasional PPIU dan PIHK dilakukan
dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan
hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dicetak.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin Operasional

Pasal 16

Izin Operasional PPIU dan PIHK berlaku selama PPIU dan

PIHK menjalankan kegiatan wusaha penyelenggaraan
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perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji
khusus.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Penerbitan Izin Operasional PPIU dan PIHK tidak
dikenakan biaya.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 18
(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas:
a. pemenuhan komitmen;
b. pemenuhan standar; dan/atau
c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau
penyimpangan, Direktur Jenderal mengambil tindakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembekuan izin operasional; dan/atau

¢. pencabutan izin operasional,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan melalui sistem kepada Lembaga OSS.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

semua peraturan perundang-undangan  yang
mengatur tentang izin operasional penyelenggaran
perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah
haji khusus dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
permohonan izin operasional yang telah diajukan oleh
Pelaku Usaha sebelum Peraturan Menteri ini berlaku
dan izin operasional PPIU dan PIHK belum diterbitkan,
diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini; dan

Izin Operasional PPIU dan PIHK yang telah diperoleh
dan masih berlaku tetap berlaku dan didaftarkan ke
Lembaga OSS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 449

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

/\M»duw(,\
Drs.M. Mudhofir, M.Si
NIP. 196208101989031001
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